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1.1. Latar Belakang

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya
alam, tetapi juga terkenal dengan keragaman budaya masyarakatnya, karena
terdiri dari beragam suku, etnik, ras, budaya dan agama yang mendiami negeri ini,
dari Sabang sampai Merauke. Keragaman ini sejak lama sudah mewarnai
kehidupan sosial masyarékat Iﬁdonesia. Hingga sekarang, potret keragaman
tersebut menjadi fakta kehidupan yang tidak bisa dielakkan.

Keragaman ini menjadi salah satu realitas yang selalu mewarnai nuansa
kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat tersebut
mengandung dua potensi: pertama, adalah sumber dinamika perubahan sosial dan
kemajuan, kedua, adalah potensi konflik dan disintegrasi. Beberapa kelompok
menanggapi realitas ini secara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh dampak
yang disebabkan oleh kemajemukan ini di berbagai bidang. Kelompok mayoritas
merasa khawatir semakin kehilangan pengaruh dan dominasinya, sehingga
kehadiran kelompok “yang -lain dianggap sebagai-suatu-ancaman, sebaliknya
kelompok minoritas juga khawatir akan kehilangan eksistensi dan jati dirinya
karena dominasi kelompok yang lebih kuat (Rahardjo, 2010: 238)

Keberagaman yang bepotensi konflik tentu menjadi pertanda menurunnya
toleransi di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi konflik seperti ini dapat terlihat
juga disebabkan adanya peningkatan pertentangan bernuanasa SARA yang

memiliki kepentingan dan kebenaran masing-masing. Apabila kondisi ini tidak



segera ditangani dan dikelola secara baik, maka tidak menutup kemungkinan akan
berdampak pada disintegrasi bangsa (Kamal, 2015: 196). Terlebih lagi penelitian
Geertz (dalam Setiadi & Kolip, 2011: 549) yang mengungkapkan bahwa
kemajemukan bangsa Indonesia sudah terbagi-bagi ke dalam subsistem yang
kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, yang masing-masingnya terikat pada satu
ikatan dan semangat primodial yang kuat.

Sejalan dengan itu, Setiadi & Kolip (2011: 566) menilai bahwa di dalam
struktur masyarakat méjefhuk pésti menyimpan benih-benih pertentangan yang
lazim disebut konflik laten. Konflik ini berawal dari perbedaan pandangan,
langkah, dan pemahaman dan benturan-benturan antar-kelompok maupun antar-
individu. Konflik akan terjadi jika permasalahan yang muncul dipermukaan tidak
menemukan titik penyelesaian,' maka akan berujung pada kekerasan fisik antara
pihak-pihak yang bertikai.

Ada beberapa kasus keagamaan yang terjadi di Indonesia, diantaranya : (1)
Pada Tahun 2012, penyerangan terhadap kelompok Islam Syi’ah di Dusun
Nanggernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang Madura. Akibat
peristiwa ini seorang warga-dinyatakan tewas, 5 orang luka-luka dan 4 diantara
korban luka dalam kondisi kritis. Selain menyerang dan melukai warga, kelompok
penyerang juga membakar rumah-rumah pngikut Syi’ah yang ada di dua desa
yaitu Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran Kecamatan Omben, Sampang; (2)
Pembakaran Gereja di Aceh Singkil 13 Oktober 2015. Menurut kepolisian motif
peristiwa tersebut berkaitan dengan unsur politis yaitu pemilihan kepala daerah

namun unsur sentimen agama menjadi isu sentral yang melatarbelakangi



pecahnya konflik. Hal ini terlihat ketika amarah warga dilampiaskan dengan
perusakan gereja. Pada konflik/kekerasan sosial ini, kepolisian menetapkan 10
tersangka dalam peristiwa bentrokan antar warga di Aceh Singkil; (3)
Konflik/kekerasan sosial Tolikara pada 17 Juli 2015. Jemaah Kristen Gidi yang
sedang melakukan kegiatan seminar internasional membubarkan jemaah Islam
yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri. Selain membubarkan terjadi juga
pelemparan batu sehingga terjadilah-bentrok antar kedua jemaah; (4) Konflik
SARA di Tanjung Baléi .Asahari pada 30 Juli 2016. Penyebab konflik adalah
seorang wanita keturunan Tionghoa yang mengajukan protes pada takmir Masjid
Al Makhsum untuk mengecilkan volume suara azan di Masjid karena merasa
terganggu. Akibat terprovokasi media sosial, massa berniat membakar rumah
wanita tersebut namun gagal. Tetapi karena merasa tidak puas ratusan warga
mendatangi Vihara dan Klenteng dan membakar tempat ibadah tersebut. Konflik
tersebut berujung pada terbakarnya 2 Vihara dan 5 Klenteng (Syukron dalam
Jurnal Ri’ayah Vol.02,2017:7-10).

Secara historis, rakyat Indonesia sebetulnya sudah sejak lama diingatkan
untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beraneka suku
bangsa, agama, ras dan antar golongan. Selain itu, rakyat Indonesia juga diserukan
agar bisa saling mengerti, menghayati dan melaksanakan kehidupan bersama demi
terciptanya persatuan dan kesatuan dalam nuansa perbedaaan tersebut
sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika (berbeda
tapi tetap satu). Artinya Kita selalu diingatkan untuk menghargai dan menghayati

perbedaan SARA sebagai unsur yang mempersatukan bangsa ini dan bukan



dijadikan alasan pemicu terjadinya konflik. Ajakan seperti ini, dalam studi sosial
merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam masyarakat yang
beragam (Qomar, 2012: 14-17).

Kesadaran terhadap keragaman agama menjadi titik tolak kebebasan
beragama setiap manusia. Bahkan Natsir (dalam Faisal, 2016: 97) menegaskan
bahwa “agama menempati posisi yang urgen, vital dan strategis dalam kehidupan
manusia”. Agama lebih lanjut diposisikan sebagai tolak ukur dan kriteria dalam
menentukan sesuatu yéng' salahv atau benar, sehingga keragaman agama, di
samping sebagai realitas pada tataran konseptual normatif-teologis, juga
merupakan realitas di tataran empiris sosiologis-politis. Kedua dimensi ini tidak
bisa terpisahkan, mengingat agama merupakan sistem norma yang telah
mengejawantah  dalam kehidupan tiap-tiap umat beragama, sehingga untuk
menciptakan persatuan dan Kesatauan bangsa, maka kerukunan antar umat
beragama menjadi pilar penting yang perlu dikelola secara serius.

Peristiwa-peristiwa pertentangan yang telah atau akan terjadi mesti
dikelola dengan baik sehingga terciptanya kerukunan. Dan demi merawat
kerukunan, Soepomo (dalam Rahardjo, 2010 : 192) berpendapat bahwa UUD
1945 adalah sebuah konstitusi gotong royong. Sedangkan dalam Pasal 33 UUD
1945, sistem ekonomi Indonesia disebut sebagai berasaskan kekeluargaan. Nilai
dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong adalah
faktor persatuan masyarakat yang meredam pertentangan dalam masyarakat yang
beragam. Keberagaman pada bhinneka tunggal ika, mengharuskan lahirnya

harmoni atau keseimbangan. Didalamnya terkandung unsur moderasi yang dalam



ajaran Islam disebut sebagai “pertengahan” (wasathan) yang berintikan keadilan.
Sikap moderasi yang bersifat meredam pertentangan itu, melahirkan prinsip
pertengahan yang berintikan keadilan. Dan keadilan itulah yang melahirkan
harmoni yang berisikan keserasian dan keseimbangan. Karena itulah dalam
pembukaan UUD 1945, aksiologi negara RI, yaitu perdamaian abadi, didasarkan
keadilan sosial. Karena keadilan sosial itulah yang mampu meredam potensi
konflik dan menciptkan perdamaian.

Agar terciptanya .kerukuvnan antar umat beragama, pemerintah juga
membuat sejumlah peraturan yang menyangkut pembinaan Kkerukunan umat
beragama berbasis kesadaran masyarakat dan pembentukan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB). FKUB dijadikan sebagai sarana pemersatu masyarakat
yang beragam tersebut. Dalam'hal ini, FKUB menjadi sebuah langkah strategis
yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun, membimbing, dan
memelihara kerukunan antar umat beragama baik di tingkat nasional, provinsi
maupun tingkat kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 (Harahap,
2011 : 6-7).

Setidaknya ada beberapa kasus keagamaan yang berhasil diselesaikan oleh
FKUB, diantaranya: (1) Kasus pembakaran mesjid di Tolikara tahun 2015. FKUB
Papua, sebagai lembaga dengan misi kerukunan umat beragama memainkan
perananan yang sangat signifikan dalam kasus ini, diantaranya membuat Tim
Khusus Pencari Fakta dan Data Insiden Tolikara, menjadi fasilitator/ mediator

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sehingga pada tanggal 29 Juli



2015 lahirlah Kesepakatan Bersama untuk kerukunan dan perdamaian guna
merengkuh kedamaian dan kerukunan (Laporan Data dan Fakta Insiden Tolikara
11 Juli 2015 oleh FKUB Propinsi Papua); Pembakaran gereja tahun 2016 di Aceh
Singkil, pada insiden ini FKUB Aceh Singkil melakukan upaya pendamaian
antara pihak Muslim dan Kristen dengan menjadi mediator dan mencari solusi
terbaik yang juga dibantu oleh pihak pemerintah daerah, pihak kepolisian dan para
tooh agama dan masyarakat, sekaligus-FKUB juga mensosialisasikan peraturan
Menteri Bersama No 9‘ da'n Nov8 tahun 2006 tentang aturan pendirian rumah
ibadah dan beberapa kasus lainnya.

Pasaman Barat yang termasuk salah satu kabupaten di provinsi Sumatera
Barat memiliki masyarakat yang beragam secara etnik, agama dan budaya. BPS
(Badan Pusat Statistik) Pasaman Barat mencatat terdapat enam (6) etnik
masyarakat, yaitu Minangkabau, Batak, Mandailing, Jawa, Melayu dan Nias.
Mereka hidup dan mendiami Pasaman Barat secara bersamaan dengan menjadikan
salah satu agama -Islam, Protestan, Katolik atau Hindu- sebagai keyakinan
mereka dalam _menjalankan kehidupan (BPS, 2017: 124). Kondisi ini
menunjukkan bahwa masyarakat Pasaman Barat tergolong sebagai masyarakat
majemuk, heterogen dan plural, sebagaimana Furnival (dalam Nasikun, 2006: 39-
40) menjelaskan bahwa masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri
dari dua atau lebih elemen yang hidup secara berdampingan dalam satu entitas
sosial.

Berikut ini jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan

agama di tiap kecamatan :



Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Pasaman Barat

No Kecamatan Islam Protestan | Budha | Katolik | Jumlah
1 | Pasaman 75.127 0 0 0 75.127
2 | Kinali 70.393 687 0 1.165 72.245
3 | Lembah 47.852 29 0 10 47.891

Melintang
4 | Luhak Nan Duo 40.826 724 0 1.065 42.615
5 | Sungai Aur 36141 113 76 179 36.539
6 | Koto Balingka 29.838 32 0 8 29.878
7 | Talamau 26.922 0 0 0 26.922
8 | Ranah Betahan 26.438 0 0 0 26.438
9 | Sungai Beremas 25.205 10 0 10 25.225
10 | Gunung Tuleh 21.219 0 0 0 21.219
11 | Sasak Ranah 14.667 0 0 19 14.686

Pesisir

Jumlah 414.658 1.595 76 2.456 | 418.785

Sumber : Data Kanmenag Pasaman Barat Tahun 2017

Keragaman etnik dan agama tersebut bukan tidak mungkin akan dapat
berpeluang menciptakan perselisinan dan persengketaan, yang pada akhirnya bisa
berujung pada kekerasan di tengah masyarakat. Salah satunya, misalnya terpotret
melalui pengrusakan rumah warga di Kecamatan Luhak Nan Duo pada tahun
2012 yang lalu. Rumah tersebut “disulap” menjadi gereja (tempat Ibadah) karena
tempat ibadah terbilang jauh dari kediaman mereka, sehingga kejadian itu memicu
kemarahan bagi umat Islam, yang pada akhirnya mereka membongkar-paksa salib

yang terpasang di luar rumah dan menyegel rumah tersebut. Selain itu, pada tahun




2014 juga terjadi pembakaran dua buah gereja yang terletak di Kecamatan Kinali
dalam waktu yang bersamaan, yaitu Gereja St. Maria diangkat Ke Surga dan
Gereja Theresia. Hingga saat ini, belum diketahui siapa oknum yang melakukan
pembakaran tersebut, dan pihak FKUB Pasaman Barat dengan cepat
menyelesaikan insiden ini (Wawancara, Alman Gampo Alam, Ketua FKUB
Pasaman Barat, 24 Agustus 2017).

Kejadian ini menjadi alasan yang -memperkuat bahwa perbedaan agama
dan keyakinan menjadi‘sélah satQ penyebab pertentangan di tengah masyarakat
yang plural. Sehingga setelah diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Pemerintah Pasaman
Barat bergegas membentuk suatu wadah kerukunan antar umat beragama yang
diberi nama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasaman Barat. FKUB
Pasaman Barat berdiri sejak tanggal 08 Januari 2007 berdasarkan SK Bupati
Nomor 188.45/04/BUP-PASBAR/2007 sesuai dengan amanah PBM, vyaitu
sebagai wadah para tokoh agama dalam mewujudkan persatuan dan kerukunan
antar umat beragama dan demi menyukseskan pembangunan masyarakat di
Kabupaten Pasaman Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasaman Barat
sebagai wadah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. FKUB
Pasaman Barat sebagai subsistem dari kabupaten Pasaman Barat. Semakin
berfungsinya forum ini maka akan meminimalisir terjadinya pertentangan atau

kasus umat beragama. FKUB Pasaman Barat telah ada sejak tahun 2007,



meskipun FKUB tersebut ada selama ini, namun masih saja terjadi beragam kasus
antar penganut agama, salah satunya terjadinya pembakaran gereja di tahun 2014.
Oleh karena itu menarik untuk mengkaji apa fungsi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Pasaman Barat dalam mewujudkan kerukunan antarumat

beragama di Pasaman Barat?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum. penelitian, .inidilaksanakan adalah untuk
mendeskripsikan fungsi FKUB Pasaman Barat dalam wewujudkan kerukunan
umat beragama di Pasaman Barat.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan kegiatan FKUB Pasaman Barat dalam mewujudkan
kerukunan umat beragama di Pasaman Barat.

2. Menganalisis faktor-faktor pendukung bagi FKUB Pasaman Barat dalam
melaksanakan fungsinya.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian
Sosiologi Agama, terutama mengenai fungsi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Pasaman Barat dalam mewujudkan kerukunan antar
umat beragama di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti

bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun dan membuat
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kebijakan yang merangkul semua pemeluk agama sehingga kecemburuan

kebijakan tidak terjadi di tengah masyarakat.
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